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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis dapat
menyimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan upaya pelaksanaan perda tersebut peran pemerintah
desa dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di Desa Babakan
hanyalah sebatas pada memberikan himbauan dan pembinaan kepada
penjual dan warga yang mengonsumsi minuman beralkohol untuk tidak
menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialisasi mengenai
aturan seperti peraturan daerah tentang Minuman Keras Bab 11l Pasal
nomor 5 tahun 2006 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah desa
juga belum memiliki salinan dari peraturan daerah tersebut.

2. Penegakan hukum dalam hal ini polisi dan aparat desa tidak tegas dalam
menyikapi masalah minuman beralkohol dan kepolisian tidak melakukan
razia atau patroli secara berkala. Aparat penegak hukum dalam arti disini
polisi dan aparat desa baru turun tangan ketika sudah terjadi kerusuhan,
perkelahian yang muncul akibat dari pelaku pengonsumsi minuman
beralkohol. Begitupun dalam penerapan sanksi bagi pelanggar sejauh ini
masih jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Ketentuan pidana bagi
pelanggar tidak berjalan sebagaimna mestinya sehingga ketentuan bagi
pelanggar-pelanggar tersebut hanyalah ancaman semata dan hanya di
berikan pengarahan serta pembinaan terhadap tersangka, yang mana tidak
membuat jera para pelaku, hal tersebut di karenakan oleh kendala-kendala
tertentu diantaranya kurang tegasnya dalam penerapan hukuman yang di
berikan kepada pelanggar yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku.

3. faktor penghambat dalam pelaksanaan perda ini disebabkan karena
kurangnya pendidikan masyarakat Ds. Babakan itu sendiri, dan rendahnya
iman masyarakat Ds. Babakan yang sering meminum minuman keras.
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B. Saran-saran

1. Perlunya upaya pengendalian, pengawasan peredaran minuman keras
dalam bentuk peraturan desa, yang memberikan sanksi kepada pelanggar
sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

2. Perlunya sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 5 tahun 2006 Bab
Il Pasal 5 Tentang Minuman Keras oleh pemerintah kabupaten maupun
pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian, agar pemerintah desa
mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan
pengendalian peredaran minuman keras tersebut.

3. Perlunya pendampingan dari setiap elemen masyarakat sesuai dengan
bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus
menerus kepada warga masyarakat desa untuk tidak mengkonsumsi
minuman beralkohol, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat
terjaga.
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